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Kata Pehg'amar

T PDalam tahun-tahun terakhiv ini, perhatian publik
'i'cr]]adap aklvitas industri cukup menyita berbagai media
: massa, tidak saja di media cetak akan tetapt juga media
cicktronik. Yang cukup menarik dalam hal ini adalah, para
~pemerhati tersebut cukup beragam, yakni dari kalangan
“akdamisi, pelaku usaha, mavpun masyarakai pada umumnya;
{1al ini tentunya cukup menggembirakan berbagai pihak
karena mempunyai perhatian terhadap perkembangan
Cindustri dinegert ini, Adapun topik vang dibicarakan dalam
= hal ini adalah kelangsungan dunia industri yang nasibnya
i tidak menentu. Apa yang menjadi pembicaraan publik
fentang keberlangsungan industri di negerd i, dapat
dimakiumi, dan bahkan ada pemikiras yang muncul ke
}'ici‘;am_lcnzmn iclah terjadi deindustrialiasasi. Itka asumsi ind
benar, suatu hal yang cukup memprihatinkan, mengapa?
Karena berbagai implikast bisa saja terjadi, antara lain
terjadinya pengangguran akibat tidak beroperasinya kegiatan
“indusirl. DI sisi lain, kegiatan tetap berjalan, akan tetapi
~produksi yang dihasitkan kalah bersaing dengan produk dari
“negara lain, Belum lagi masalah modal yang sulit diperoleh
“dart lembaga keuangan perbankan. Bank pun tentunya
dalam hal ini ingin aman agar kredit yang dikucurkan tidak
bermasalah di kemudian hari,

: Dalam kaitannya dengan berbagai masalah di atas,

timbul perlanyaan apakah ada yang salah dalam mengefola
perindustrian ataukah ketentuan tentang perindustrian sudah
tidak memadai dalam menghadapi berbagai masalah yang
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kian kompleks? Untuk menjawab pertanyaan ini, lidakiah
segampang membalik telapak tangan. Secara normatif,
masalah pcnmduqttmn telah diatur datam undang-undang
tersendirt yakni:Undarig-Undang: Nomor 4 Tahun 1985,

Tampaknya di sinilah letak problematikanya yakni ketentuan
tentang perindustrian yang diterbitkan dua putuh lima tahun
yang lalu dirasakéan, paling tidak olch petaku industri, sudah
tidak memadai lagi dalam mengatasi berbagai hal tendang
perindustrian. Dalam konteks ini, dirasakan perlu untuk
merumuskan kembali kaidah-kaidah hukum perindustrian
modern yvang kelak dapat dijewantahkan dalam bentak
peraturan perundang-undangan. Sementara belum di-
terbitkannya undang-undang yang baru, secara normatif
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 masih menjadi acuan
dalam mengatur tentang perndustrian.

Adapun yang dimaskued dengan perindustrian
dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1: Perindustrian adaiah
tatanan dan scgala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan
industri; Pasal 1 angka 2: Industri adalah kegiatan ckonomi
yang mengoiah bahan mentah, bahan baku, barang setengah

jadi, dan/atau barang jadt menjadi barang dengan nilai yang

lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk keglatan
rancang bangun dan perckayasaan industri; Pasal | angka
3: Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan
industri, vakni kelompok industri hulu atau juga discbut
kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan
kelompok industri kecil. '

Dari pengertian di atas tarapak bahwa, dalam kegiatan
industri scbenarnya cukup luas. Hanya saja dalam
menjalankan kegiatan lersebut, sclain dibutuhkan
keterampilan juga dibutuhkan ilmu pengetahuan dan
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icknologi. 11 sisi lain, dalam menjalankan kegiatan industri
0 dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk itu, bagi pihak-
- pihak yang terkait dengan dunia industri membutuhkan
adanya suatu kepastian hukum. Dengan demikian perlu ada
aturan hukum yang jelas. Perlunya aturan yang jelas, dapat
;. '-dijadikzm pegangan bagi pelaku usaha dalam menjalankan
o kegiatannya.
S Oleh karena itu, dalam rangka melenpkapi berbagai
-~ peraturan yang lerkait dengan perindustrian, instansi yang
- +erkait dengan itu menerbitkan berbagal peraturan untuk
‘mendukung kegiatan indusiri agar dapat berjalan
gebapaimana yang diharapkan. Dalam rangka untuk
“memahami berbagai peraturan yang terkait dengan
N _'pcridl,lslrian, dicoba diimpun dalam satu buku. Walaupun
harus diakui dengan tulus apa yang dihimpun dalam buku
“inid, barulah merupakan Jangkah awal dalam menghimpun
“perbagai peraturan yang lebih lengkap tentang perindustrian.
‘Sclain itu di masa yang akan datang akan disusun buku
fentang hukum perindustrian. Semoga kehadivan himpunan
'_"_ndung»undan g perindusirian ini dapat menambah wawasan
-pembaca tentang perindustrian.

Semoga bermanfaat,

Bandung, 24 Februar 2010
Penghimpun,
Dr. Sentosa Sembiring, S.11,M.H,
Advokat/Dosen
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1984

" TENTANG .
PERINDUSTRIAN

'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
" PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
. babwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk
wico mewwjudkan suate masyarakat adil dan malomur yang
- merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila,
serta babrwa hakekat Pembangunan Nasional adalah
JPembangunan Manusia Indonesia sculuhnya, maka
landasan pelaksanaan Pembangunan Nasionat adalah
Pancasiia dan Undang-Undang Dasar 1943,
‘b.-. babwa arah pembangunan jangka panjang di bidang
o ekonomi dalam pembangunan nasional adalah
- {ereapainya struktur ekonomi yang seimbang yang di
dalamnya {crdapal kemampuan dan kekuatan industri
~yang maju yang didukung oleh kckuatan dan
Jeemampuan perfanian yang tasgguh, seria merupakan
pangkal tolak bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan
“berkembang atas kekuatannya sendiri;
bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang
ckonomi dalam pembangunan nasional, indusiri
memegang peranan yvang menentukan dan oleh
~karenanya perlu Jebih dikembangkan sceara seimbang
dan terpadu dengan meningkatkan peran seria
masyarakat sccara aktil serta mendayagunakan secara

Himpainan Peratnran Perandang-undangan Teniang
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d.

optimal seluruh sumber daya alam, manusia, dan dana
yang tersedia;. UL

bahwa berdasarkan Imi hal tersebut di atas dan untuk
memberikan dasar yang kokoh bagi pengaturan,
pembinaan, dan pengembangan industri secara mantap
dan berkesinambungan serta belum adanya perangkal
hukum yang secara menyeluruh mampu melandasinya,
perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perindustrian;

Mengingat:

l.

6.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2),
dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; _ _
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2048);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-
Pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tabwin 1967
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negava Nomor 2832);
Undang-Uadang Nomor | Tahun 1970 teatang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970
Nomuor I, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
Undang-Undang Noemor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di Dacrak (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Nepara

- Nomor 3037);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang
Kelentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12,
Tambahan I.embaran Negara Nomor 3215);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 (ernitang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan
Negara Republik Indenesia (Lembaran Negara Tahun

Himpuenan Perabiran Perundang-wadanvan Tenting
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1982 Nomor.51, Jdmbdimn Lcmbamn N(Jg.,dld Nom(Jr
- 3234);

: -Dengan Persetujuan
- pewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

MI?ZMU’!‘USKAN_:
\ cncldpk‘m‘
__U_NDAN(J -UNDANG TEN IAN(J PE RINDUS I RI/\N

- BAB 1
KETENTUAN UMUM
. Pasal b
: T)e.il.am Undang-Undang i1 yang dimaksud dengan:
Perindustrian adalah tatanan dan segala kegialan yang
bertalian dengan kegiatan industri,
Industri adalah kegiaten ekonomi yang mengolah bahan
mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau
barang jadi menjadi barang dengan nilai yang Jebih tinggi
untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang
“bangun dan perckayasaan industri. '
- Kelompok industri adalal bagian-bagian Uldmd kegiatan
“industri, yakni kelompok industii hulu atau juga disebui
I(Ll()lll hok mdusm dasar, ](Ll()mpok mdusm 111111 dan
k kc,lompok industri k(,u} '
: (,dbdni, industri adaiah bdg,mu sualu kelom )()k mdusm
“yang munpunym <,111 umum yang sama ddiam proses
produksi.
Jenis industri adalah bagian sua{u cabang industri yang
“mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilsya
sbersifat akhir dalam proses produksi.

panair-Peraluran Perundmig-undangan Tentang
islyinn




6.

9.

il

15,

16.

Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang
bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
Perusahaan industri adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan i bidang usaha industri,

Bahan mentah adalah semua bahan yang didapat dari
sumbecr daya alam dan/atau yang diperoleh dari usaha
manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

Bahan baku industri adalah bahan mentah yang diolab
atau tidak diolah yang dapat dimanfaatkan scbagai
sarana produksi dalam industri.

Barang sclengah jadi adalah baban mentah atau bahan
baku yang telah mengalami satu atag beberapa tahap
proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi
barang jadi.

Barang jadi adalah barang hasii industrl yang sudah
siap pakal untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai
scbagat alat produksi.

Teknologi industri adalah cara pada proses pengofahan
yang diterapkan dalam industri.

Teknologi yang tepat guna adalah teknologi yang tepat
dan berguna bagi suatu proses untuk meénghasilkan nilai
tambah. s ' '

Rancang bangun industri adalah kegiatan industri yang

" berhubungan dengan perencanaan pendirian industri/

pabrik sccara kescluruhan atau bagian-bagiannya.

Pc)t"(:_kﬂyﬂSiiml industri adalah kcgiataﬁ industri yang
berhubungan dengan perancangan dan pembuatan
mesin/peralatan pabrik dan peralatan industei lainnya,
Standar industri adalah ketentuan-kctentuan terhadap
hasii produksi industri yang di satu segi menyangkut

Hivmpunan Peyaburan Peruindang-nidangan Tentong
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bentuk, ukuran, komposisi, mutu, dan lain-lain serta di
segl lain menyangkut cara mengolah, cara menggambar,
cara menguji dan lain-iain.

Standardisasi industri adalah pc.,nycmg:aman dan
-penerapan dari standar industri. :

“fatanan industyt adalah tertib susunan dan ]mngaluran
dalam arti scluas-lnasnya bagi industri.

BAB 11
LANDASAN DAN TUJUAN PE MBAN(}UNAN
' ~INDUSTRI -

: " Pasal2

mbangunan industri berlandaskan demokrasi ckonomi,
cepercayaan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri,
manfaal, dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3
Punbanwndn industri bertujuan untuk:

'nmnmgkatkan kemakmuran dan kcsqdhtcman rakyat
“secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana,
“sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta
-dengan mcmpulmhkdn k{,sumbcmg,a11 dan kelestarian
inglaungan hidup,

- meningkatkan pertumbuhan ckonomi secara bertahap,
“mengubah strukiur perckonomian ke arah vang lebih
+baik, maju, sehat, dan lcbih seimbang scbagai upaya
“untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan Jebih luas
~bagi pertumbuhan ekonomi pada wmumnya, serta
~memberikan nilai tambah bagi pertiimbuhan industri
- pada khususnya; '

Hrm}mmm Peratwvan Perundang-undangan Tenlong Isl
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